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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pemaparan dari pembahasan dalam penelitian ini dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut :

a.

Ketentuan Hukum (lus Constitutum) Tentang Peranan Pemerintah Daerah

Provinsi Khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dalam Peyelesaian

Sengketa Wilayah, yaitu berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan dan pernyataan sikap tersebut diatas dapat diketahui bahwa peran

Pemerintah Daerah Provinsi Papua sebagai perwakilan Pemerintah Pusat

didaerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

3. Sebagai fasilitator musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian
sengketa wilayah antara Kabupaten Biak numfor dan Supiori.

4. Apabila tidak ada kesepakatan maka Gubernur dapat mengambil
keputusan yang bersifat final dan mengikat dalam penyelesaian sengketa

wilayah antara Kabupaten Biak Numfor dan Supiori.

Sengketa Wilayah Antara Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori.
Pemerintah Kabupaten induk (Biak numfor) harus menyerahkan
Prasarana, Personil dan Pembiayaan Daerah (P3D) sebagaimana Pasal 14
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang pemebentukan Kabupaten
Supiori di Provinsi Papua. Kabupaten Biak Numfor membentuk Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan
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Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Distrik Bondifuar di Wilayah Kabupaten
Biak Numfor Provinsi Papua, yang mengambi/memuat 2 (dua) Kampung
yaitu Kampung Waryesi dan Duber milik wilayah Kecamatan Supiori
Timur Kabupaten Supiori berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak
numfor Nomor 136 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003
dan 2 (dua) Kampung yaitu Douwbo dan Syurdori yang telah mejadi
bagian wilayah Kecamatan Supiori Timur Kabupaten Supiori berdasarkan
aspirasi yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Biak
Numfor, Supiori dan Provinsi Papua semenjak tahun 2004 dan pada awal
proses pemerintahan kabupaten Supiori telah memprogramkan lewat APBD.
Peraturan daerah nomor 4 tahun 2007 inilah yang menyebabkan gejolak di
masyarakat ke-4 (empat) Kampung Douwbo, Syurdori, Waryesi dan Duber.
c. Solusi

Pasal 198 ayat (1 & 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. menyatakan : Ayat (1) Apabila
terjadi perselisinan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar
Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan
dimaksud. Ayat (2) Apabila terjadi perselisihan antar Provinsi, antara
Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta antara Provinsi dan
Kabupaten/Kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan
perselisinan dimaksud. Ayat (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) bersifat final. Sehingga Pemda Provinsi Papua akan

lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan sengketa wilayah Pemda Biak
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numfor dan Supiori dengan tetap mengkaji aspirasi dari masyarakat dan

Pejabat Pemda Biak numfor dan Supiori dalam bentuk Keputusan Gubernur

Provinsi Papua.

B. Saran

Pertama :

Kedua

Perlu ditetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasi)
atau Keputusan Gubernur provinsi Papua sebagai Peraturan
Pelaksana dari Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun
2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sehingga menjadi
dasar dalam proses penyelesaian sengketa wilayah yang menumpuk
di Papua.

Berdasarkan Pasal 198 ayat (1 & 3) Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengacu pada pasal tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi

Papua membentuk Keputusan Gubernur sebagai upaya penyelesaian

sengketa wilayah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor

dan Supiori yang menetapkan :

1. Pemerintah Kabupaten Biak numfor segera menyerahkan
Personil, Prasarana dan Pembiayaan (P3D) kepada Kabupaten
Supiori.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori segera merefisi kembali
Peraturan Daerah Nomor 136 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kecamatan Supiori Timur sehingga dapat memasukan Kampung
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Douwbo dan Syurdori sebagai bagian dari wilayah pemerintahan
Kabupaten Supiori sebagimana yang dituangkan dalam
Pernyataan Sikap Nomor 140/AM/KD/I11/2008 tentang
Pernyataan Sikap Masyarakat Kampung Douwbo dan Syurdori.
Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 tahun 2007
khususnya tentang Distrik Bondifuar patut ditinjau kembali
pemberlakuannya karena bertentangan dengan kepentingan umum

dan tidak memenuhi syarat pembentukan Distirk baru.
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